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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember disusun 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan 

Kinerja  Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2022  merupakan laporan 

kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan 

dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2022 

Tujuan  yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026 yaitu Terintegrasinya 

program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan PERDA, dan 

anggaran dalam RPJMD dan RKPD 

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari 

pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut : 

Sasaran 1 : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen 

RPJMD dan RKPD mendapat predikat nilai baik Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu)  indikator sasaran, dengan 

capaian tergolong Baik,  

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember telah  

dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 (satu) indikator capaian sesuai target 

yaitu dalam kategori Baik, 



Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan 

berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun 

Anggaran 2022 sebesar 93,61 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar          

Rp 66.650.300.045,- dan Belanja Modal  sebesar 6,39% atau sebesar Rp 

4.544.437.340 

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 

Rp 65.424.625.079 atau 91,90% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 

Desember 2022  yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan 

belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan  Ada efisiensi dalam 

penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan ..................... 

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-

target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain: 

1 ………………. 

2……………… 

Beberapa rekomendasi perbaikan  dalam meningkatkan pencapaian 

kinerja di tahun 2023 antara lain : 

1. Perlu   dilakukan   upaya-   upaya   untuk   peningkatan   kapasitas   SDM 

tentang   sistem   kinerja   pemerintah,   serta   kemampuan   teknis   dalam 

menyusun  dokumen  - dokumen  kinerja  untuk  mempercepat  terwujudnya 

pemerintahan yang akuntabel. 

2. Perlu    adanya    pemerintahan     yang    memadai     dengan    penerapan 

SAKIP di instansi pemerintah sehingga tercipta kejelasan arah dalam 

penerapan SAKIP yang baik dan benar dijajaran instansi pemerintah, serta 

meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian 

kinerja (PK) 

3. Perlu   meningkatkan   Disiplin   SDM   di   Lingkungan   Sekretariat   DPRD 

Jember menjadi lebih profesional dan efektif dalam sistem administrasi 

melalui Rakor – Rakor sebagai upaya Evaluasi Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan 

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut 

sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara 

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan 

salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu 

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsiantara lain sebagai 

alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsiSekretariat DPRD Kabupaten Jemberdan wujud transparansi serta 

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan 

alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit  di Lingkungan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember 
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Kinerja Sekretariat DPRDKabupaten Jember diukur atas dasar penilaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerjaSekretariat DPRDKabupaten Jembertahun 2022 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  

Penyusunan  Laporan Kinerja  Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jemberdimaksudkan untuk menyampaikan  capaian kinerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses 

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan 

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

adalah  

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder 

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya 

yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jember  dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jemberdan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik 

 

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER 

Kedudukan, tugas, fungsi  dan susunan organisasi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember diatur  dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 136 tahun 

2021 sebagai berikut : 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 

operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
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(3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 

kesekretariatan, layanan keuangan DPRD dan layanan administrasi DPRD 

(4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Penyelenggaraan adminstrasi keanggotaan DPRD; 

d. Pemberian fasilitasi rapat dan konsultasi DPRD; 

e. Penyediaan dan koordinasian Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli fraksi 

yang diperlukan oleh DPRD; dan 

f. Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD; 

(5) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :  

a. Sekretaris DPRD 

b. Bagian Umum dan Kepegawaian  

1. Sub Bagian Umum; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

c. Bagian Keuangan dan Pelaporan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

d. Bagian Persidangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

(6) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris DPRD 

(7) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

 

D. SUMBER DAYA MANUSIASEKRETARIAT DPRD 

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jember  terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) ASN dan 5 (lima) 

Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jember: 
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Tabel1.1 

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupate Jember 

Berdasarkan Jabatan 

periode Januari-Desember2022 

No Nama Jabatan Jumlah Keterangan 

1 Sekretaris DPRD Kab. Jember 1  

2 
Kepala Bagian Humas dan 
Perundang-undangan 

1  

3 Kepala Bagian Persidangan 1  

4 Kepala Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

1  

5 Kepala Bagian Keuangan dan 
Pelaporan 

1  

6 Perisalah Legislatif Ahli Muda 1  

 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli 
Muda 

1  

7 Analis Kebijakan Ahli Muda 1  

8 Analis Keuangan dan Daerah Ahli 
Muda 

1  

9 Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda 

1  

10 Analis Sumber Daya Manusia Ahli 
Muda 

1  

11 Kepala Sub Bagian Umum 1  

12 Perencana Ahli Muda 1  

13 Penyusun Rencana Kebutuhan 
Rumah Tangga dan Perlengkapan 

1  

14 Bendahara  1  

15 Pengolah Data Laporan Keuangan 1  

16 Notulis Rapat 2  

17 Pengadministrasi Rapat 7  

18 Pemeliharan Sarana Prasarana 2  

19 Pengemudi 3  

20 Pengadministrasi Data Penyajian 
dan Publikasi 

1  

21 Pengadministrasi Perundang-
undangan 

1  

22 Pengadministrasi Umum 2  

23 Pramu Bakti 2  

24 Pengadministrasi Keuangan 1  
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25 Pengadministrasi Kepegawaian 1  

26 Honorer 5  

Jumlah 43  

 

Tabel1.2 

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang 

PeriodeJanuari-Desember2022 

No Pangkat Golongan Jumlah 

1 Pembina Tingkat I IV/b 3 

2 Pembina IV/a 1 

3 Penata Tingkat I III/d 6 

4 Penata III/c 4 

5 Penata Muda Tingkat I III/b - 

6 Penata Muda III/a 12 

7 Pengatur Tingkat I II/d - 

8 Pengatur II/c - 

9 Pengatur Muda Tingkat I II/b 6 

10 Pengatur Muda II/a - 

11 Juru Tingkat I I/d 1 

12 Juru I/c - 

13 Juru Muda Tingkat I I/b - 

 Jumlah  33 

 

Tabel1.3 

Jumlah ASNdan Non ASNSekretariat DPRD Kabupaten Jember 

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Periode Januari-Desember2022 

No Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 SD 1 ASN 

2 SLTP 1 ASN 

3 SMA/STM 17 ASN 

4 D3 3 ASN 
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5 D2 1 ASN 

6 S1 14 ASN 

7 S2 1 ASN 

8 SD 1 Non ASN 

9 SLTP - Non ASN 

10 SMA/STM 2 Non ASN 

11 D3 - Non ASN 

12 S1 2 Non ASN 

13 S2 - Non ASN 

Jumlah 43  

 

E. ISU STRATEGIS 

Terdapat  beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam 

menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan 

program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jember, yaitu: 

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk 

memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

2. mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan 

kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;  

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk 

mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang capable di bidangnya; 

dan 

4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta 

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi 

hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi 

birokrasi secara menyeluruh.  

5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-

undangan secara nasional maupun regional yang mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh 

langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama 

kondisi kebijakan politik 
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6. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi 

peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, 

transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan, bitek dan sejenisnyaMemiliki pengaruh yang 

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD 

7. Merupakan tanggung jawab OPD 

8. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 

9. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tepat 

memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas 

kepemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat 

10. Janji politik yang perlu diwujudkan 
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BAB  II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan 

sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi 

antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu 

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. 

Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan 

sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat 

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan 

eksternal yang terjadi. 

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember merupakan 

penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , 

penyusunan Rencana Stategis Sekretariat DPRDKabupaten Jember mengacu 

pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan ke 1 (satu) yaitu 

: 

1) Misi ke 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kodusif 

antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan 

komponen pembangunan daerah lainnya 

2) Tujuan  : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektiv 

Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen 

Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 
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3) Sasaran 

Strategis  

: Terintegrasinya program kerja DPRD untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan 

PERDA, dan anggaran dalam RPJMD dan RKPD 

 

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta 

target jangka menengah dan tahunan Sekretariat DPRDKabupaten 

Jembersebagaimana termuat didalam rencana StrategisSekretariat DPRD 

Kabupaten JemberTahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut : 

 

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS  

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER  

TAHUN 2021-2026 

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektiv 

Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan 

Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Indikator Tujuan : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap 

Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata 

Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, 

Legislatif, Masyarakat &  Komponen Pembangunan 

Daerah Lain-Lainnya 

Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatkan 
dukungan 
Sekretariat DPRD 
terhadap Tugas dan 
Fungsi DPRD dalam 
rangka membangun 
Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
Kondusif antara 
Eksekutif, Legislatif, 
Masyarakat &  
Komponen 
Pembangunan 
Daerah Lain-
Lainnya 

Prosentase Program 
Kerja DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi 
Dokumen Rencana 
Tahunan (RKPD) 
dan Dokumen 
Penganggaran 
Setwan 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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Sumber data : tabel VII-1 (T-C 28) pada Rencana StrategisSekretariat 

DPRDKabupaten Jember tahun 2021-2026  

 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2022 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022. 

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang 

ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target 

sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana 

capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah 

sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jember melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur. 

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program,Indikator 

Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target 

sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

sebagaimana terlampir. 

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut : 
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat 

(core business) yang diemban. 

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRDKabupaten 

Jemberyang ditetapkan berdasarkan Keputusan KepalaSekretariat DPRD 

Kabupaten JemberNomor 175/15/35.09.2/2022 

Sasaran 

Strategis 
IKU Formulasi dan Penjelasan 

Penanggung 
Jawab 

Sumber 
Data 

Terintegrasinya 

program kerja 

DPRD untuk 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan, 

pembentukan 

PERDA, dan 

anggaran 

dalam 

dokumen 

Rencana 

Tahunan 

(RKPD) dan 

dokumen 

pengawasan 

setwan 

Prosentase 

program kerja 

DPRD yang 

tersusun dan 

terintegrasi 

dokumen 

rencana 

tahunan 

(RKPD) dan 

dokumen 

penganggaran 

setwan 

 

 

 

 

Jumlah kegiatan  

Yang dilaksanakan 

                            X 100% 

Jumlah kegiatan 

Yang ada di RKPD 

 

 

 

 

 

Sekretariat 

DPRD 

 

 

 

 

SK 

Sekre -   

taris 

DPRD 

 

D. PERJANJIAN  KINERJA TAHUN 2022 

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja 

menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja 
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Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang 

ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir). 

Pada lampiran  Perjanjian KinerjaSekretariat DPRDTahun 2022 

dicantumkan  sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target 

kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakanuntuk 

mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan 

pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jembertahun 2021-2026 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET TAHUN 

2022 

1 Terintegrasinya program 

kerja DPRD untuk 

melaksanakan fungsi 

pengawasan, pembentukan 

PERDA, dan anggaran dalam 

dokumen RPJMD dan RKPD 

Prosentase program 

kerja DPRD yang 

tersusun dan terintegrasi 

Dokumen Rencana 

Tahunan (RKPD) dan 

Dokumen Penganggaran 

Setwan 

100 % 

 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat 

DPRD Kabupaten Jember didukung dengan 2 (dua) program yaitu : 

1. Anggaran Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tahun 

2022 sebesar Rp. 24.141.507.591,- (dua puluh empat milyar seratus empat 

puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) 

2. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp. 47.053.229.794,- (empat puluh 

tujuh milayar lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh 

ratus Sembilan puluh empat rupiah) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRDKabupaten Jemberdalam 

merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan 

visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagaiberikut : 

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas 

kinerja  sebagai berikut : 

No Kategori Nilai Interpretasi 

1. AA  90 – 100 Sangat Memuaskan 

2. A  80 – 90 Memuaskan 

3. BB  70 – 80 Sangat Baik 

4. B  60 – 70 Baik 

5. CC  50 – 60 Cukup (mamadai) 

6. C  30 – 50 Kurang 

7. D  0 – 30 Sangat Kurang 

 

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 

100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja 

sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka 

capaian kinerja 0. 
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3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah : 

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu 

semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau 

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, 

maka capaian kinerjanya menggunakan rumus : 

Capaian Kinerja = Realisasi x 100 

  Target   

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negative, 

yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah 

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin 

tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus : 

   Capaian Kinerja = Target -  (Realisasi-Target) x 100 

  Target   

 
B. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRDKABUPATEN JEMBER 

B.1. ANALISA REALISASI KINERJA 

Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2021-2026.Jumlah tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah 

sebanyak 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) sasarandan 1 (satu) indikator sasaran. 

Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022 
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Tabel 3.1 

PengukuranRealisasi KinerjaTahun 2022 

 

NO

. 

SASARANS

TRATEGIS 

  

INDIKATORSAS

ARAN 
 

 

 

TARGET 

2022 

 

REALISASI 

2022 

 

CAPAIAN 

2022 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

1 Terintegrasinya 
program kerja 
DPRD untuk 
melaksanakan 
fungsi pengawasan, 
pembentukan 
PERDA, dan 
anggaran dalam 
dokumen RPJMD 
dan RKPD 

 Prosentase Program 
Kerja DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi 
Dokumen Rencana 
Tahunan (RKPD) 
dan Dokumen 
Penganggaran 
Setwan 

    10097 

 

4,

0

4 

100 100 

 

 

Sumber data : Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2021 dan 

tahun 2022 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 1 (satu) indikator sasaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember ratarata mencapai 1 0 0  % dan masuk 

dalam kategori baik Dengan demikian maka secara umum Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang 

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi 

DPRDsecara baik dalam rangkamencapai tujuan organisasi seperti yang telah 

ditetapkan dalam Rencana StrategisSekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 

2021 -2026 

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan 

capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya 
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Tabel 3.2 

PerbandinganCapaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun 

sebelumnya 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

 INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET REALISASI 

 2021 2022 2021 2022 
(2)  (3)  (4) (5) (6) 

Terintegrasinya 
program kerja DPRD 
untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan, 
pembentukan 
PERDA, dan 
anggaran dalam 
dokumen RPJMD 
dan RKPD 

Prosentase 
Program Kerja 
DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi 
Dokumen Rencana 
Tahunan (RKPD) 
dan Dokumen 
Penganggaran 
Setwan 

80 100 97,45 100 

SumberData:Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD tahun 2021 dan 

tahun 2022 

 

Tabel 3.3 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus 

Dicapai Pada Tahun 2026berdasarkan target pada Rencana Strategis 
 
 

NO. 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR 
SASARAN 

 

TARGET JANGKA 
MENENGAH 

PADA 
RENSTRA 

2026 

 
REALISASI 
Th.2022 

CAPAIAN 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

 Terintegrasinya 
program kerja DPRD 
untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan, 
pembentukan PERDA, 
dan anggaran dalam 
dokumen RPJMD dan 
RKPD 

Prosentase 
Program Kerja 
DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi 
Dokumen Rencana 
Tahunan (RKPD) 
dan Dokumen 
Penganggaran 
Setwan 

100 100 100 

SumberData:RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja(renja) dan DPA Sekretariat DPRD 

tahun 2021 dan tahun 2022 
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Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Kinerjadengan Realisasi Nasional 
  

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 

 
INDIKATOR SASARAN 

REALISASI 
Th.2022 

REALISASI 
NASIONAL 

KET. 
(+/-) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 

 Terintegrasinya 
program kerja DPRD 
untuk melaksanakan 
fungsi pengawasan, 
pembentukan 
PERDA, dan 
anggaran dalam 
dokumen RPJMD 
dan RKPD 

Prosentase Program 
Kerja DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi Dokumen 
Rencana Tahunan 
(RKPD) dan Dokumen 
Penganggaran Setwan 

100 -  

 
 

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 

dengan tahun sebelumnyadapat dijelaskansebagai berikut: 

1. Berdasarkan table 3.1 pengukuran realisasi kinerjatahun 2022sasaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember rata rata mencapai 100% dan masuk 

dalam kategori Sangat Memuaskan 

2. Berdasarkan table 3.2 capaian kinerja tahun 2022 yaitu 100% mengalami 

peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021dimana capaian kinerja 

yaitu 97,45% 

3. Berdasarkan Tabel 3.3 capaian kinerja apabila dibandingkan dengan target 

sampai dengan tahun 2026 telah tercapai. Dimana sejak tahun 2022 telah 

tercapai sesuai target dan hal tersebut akan dipertahankan pada setiap 

tahun anggaran. Untuk target nasional tidak disimpulkan realisasinya 

karena tidak ada realisasi untuk indicator tersebut. 

 

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam 

rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut : 
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Table 3.5 
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022 

 
Sasaran/ 

Indikator 
Sasaran 

% 

Capaian 

Predikat 

 
Sangat 
Memuaskan 

Memuaskan Sangat 
Baik  

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang 

Sasaran 1 
Terintegrasinya 
program kerja 
DPRD untuk 
melaksanakan 
fungsi 
pengawasan, 
pembentukan 
PERDA, dan 
anggaran 
dalam 
dokumen 
RPJMD dan 
RKPD 

        

Indikator 
1.1Prosentase 
Program Kerja 
DPRD yang 
tersusun dan 
terintegrasi 
Dokumen 
Rencana 
Tahunan 
(RKPD) dan 
Dokumen 
Penganggaran 
Setwan 

100% √   √    

 

Dari table 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja 

tahun 2022,secara umum realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kab.Jember dalam 

kategori sangat memuaskan. 

Sasaran Strategis 1 : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan, 

pembentukan PERDA, dan anggaran dalam 

dokumen RPJMD dan RKPD 

Dari table 3.5 diatas, terlihat bahwa evaluasi kinerja terhadap sasaran 

Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, 

pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan 
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1 (satu) indikator sasaran menunjukkan predikat  Sangat Memuaskan yaitu 

mempunyai nilai capaian rata-rata 100,00%.  Faktor pendukung tercapainya 

target tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain yaitu sebagai 

berikut : 

- Jumlah program kerja DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan pada 

tahun 2021 sebanyak 2 program dan 14 sub kegiatan 

- Jumlah program kerja DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan pada 

tahun 2022 sebanyak 2 program dan 51 sub kegiatan 

- Jumlah program kerja DPRD yang masuk dalam renja setwan tahun 2022 

sebanyak 2 program 60 sub kegiatan 

- Jumlah program kerja DPRD yang masuk dalam DPA setwan tahun 2022 

sebanyak 2 program 51 sub kegiatan 

 

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG 

MENDUKUNG SASARAN 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD pada 

tahun 2022 didukung 2 (dua) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 51 (lima 

puluh satu) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.6 

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung 

Sasaran Sekretariat DPRD Kab. Jember  tahun2022 

Sasaran Strategis 1 : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam 

dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen pengawasan setwan 

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Capaian % 

1. Program : Dukungan Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi DPRD 

100,00 100,00 99,16 

 Kegiatan 1  : Pembentukan Peraturan 
Daerah dan Peraturan DPRD 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyusunan dan 
Pembahasan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

1 
propemperda 

1 
propemperda 100 

 Input : Jumlah dana & Waktu Pelaksanaan    

 Output : Jumlah kegiatan  Penyusunan dan    
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Pembahasan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Penyusunan dan Pembahasan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah 

   

 Sub Kegiatan 2 : Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah 

4 keg 4 keg 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   

   

 Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi Penyusunan 
Penjelasan/Keterangan dan /atau 
Naskah Akademik 

2 NA 2 NA 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanan    

 Output : jumlah  dokumen Fasilitasi 
Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan 
/atau Naskah Akademik   

   

 Outcome : meningkatnya kualitas asilitasi 
Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan 
/atau Naskah Akademik 

   

 Kegiatan 2 : Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 

   

 Sub Kegiatan 1 : Pembahasan KUA dan 
PPAS 

2 nota 
kesepakatan 

2 nota 
kesepakatan 

100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  nota kesepakatan KUA dan 
PPAS   

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pembahasan KUA dan PPAS 

   

 Sub Kegiatan 2 : Pembahasan 
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 

2 nota 
kesepakatan 

2 nota 
kesepakatan 

100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah nota kesepakatan 
Perubahan KUA & perubahan PPAS  

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan 
PPAS 

   

 Sub Kegiatan 3 : Pembahasan APBD 1 Perda 1 Perda 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen Perda APBD    

 Outcome : meningkatnya kualitas 
pembahasan APBD 

   

 Sub Kegiatan 4 : Pembahasan APBD 
Perubahan 

1 Perda 1 Perda 
100 

 Input : jumlah dan & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah perda APBD perubahan    

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pembahasan APBD Perubahan   
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 Sub Kegiatan 5 : Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD 

1 Perda 1 Perda 
100 

 Input : jumlah dan waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah laporan pertangungjawaban 
APBD 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pertanggungjawaban APBD 

   

 Kegiatan 3 : Pengawasan Penyelenggaraan 
Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan1 : Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan 
Hukum 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan 
dan Hukum   

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 2 :  Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Infrastruktur 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana dan waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 3 :  Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 
Rakyat   

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 4 :  Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Perekonomian 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 5 :  Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Sumber Daya 
Alam 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya 
Alam 
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 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 6 :  Pengawasan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pengawasan 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan   

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 7 :  Pengawasan 
Penggunaan Anggaran 

12 bln 12 bln 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan pengawasan 
penggunaan anggaran 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Sub Kegiatan 8 :  Pembahasan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

1 keputusan 
DPRD 

1 keputusan 
DPRD 

100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Pembahasan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah   

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan 

   

 Kegiatan 4 : Peningkatan Kapasitas DPRD    

 Sub kegiatan 1 : Publikasi dan 
Dokumentasi Dewan 

8 keg 8 keg 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Publikasi dan Dokumentasi 
Dewan 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas 
peningkatan kapasitas DPRD 

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Kelompok 
Pakar dan Tenaga Ahli 

5 ob 5 ob 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Kelompok 
Pakar dan Tenaga Ahli 

   

 Outcome  :  meningkatnya kualitas 
peningkatan kapasitas DPRD 

   

 Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Tenaga 
Ahli Fraksi 

7 ob 7 ob 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah tenaga ahli fraksi    

 Outcome :  meningkatnya kualitas 
peningkatan kapasitas DPRD 
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 Sub Kegiatan 4 : Penyelenggaraan 
Hubungan Masyarakat  

100,00 100,00 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Penyelenggaraan 
Hubungan Masyarakat 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas 
peningkatan kapasitas DPRD 

   

 Sub Kegiatan 5 : Penyusunan Program 
DPRD 

1 program 
kerja 

1 program 
kerja 

100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanan    

 Output : jumlah  Penyusunan Program 
DPRD   

   

 Outcome : meningkatnya kualitas 
peningkatan kapasitas DPRD 

   

 Kegiatan 5 : Penyerapan dan Penghimpunan 
Aspirasi Masyarakat 

   

 Sub Kegiatan 1 : Kunjungan Kerja 
Dalam Daerah 

96 kali 72 kali 78,2 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan  Kunjungan Kerja 
Dalam Daerah 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas  
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyusunan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD 

100,00 100,00 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan penyusunan 
pokok-pokok pikiran DPRD 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat   

   

 Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Reses 3 Keg 3 Keg 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanan    

 Output : jumlah kegiatan pelaksanaan reses    

 Outcome : meningkatnya kualitas  
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat   

   

 Kegiatan 6 : Pelaksanaan dan Pengawasan 
Kode Etik DPRD 

   

 Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

100,00 100,00 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah kegiatan pengawasan 
pelaksanaan kode etik DPRD 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas 
pengawasan kode etik DPRD 
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 Kegiatan 7 : Fasilitasi Tugas DPRD    

 Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan 
Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 

100,00 100,00 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : Jumlah  kegiatan koordinasi dan 
konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas fasilitasi 
tugas DPRD  

   

2. Program : Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

100,00 98,58  

 Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

3 dok 3 dok 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : Jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : Meningkatnya kualitas  
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen  RKA-SKPD 

1 dok 1 dok 100 

 Input :  Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output :  Jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : Meningkatnya kualitas 
penyusunan  Dokumen RKA-SKPD    

   

 Sub Keigiatan 3 : Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

1 dok 1 dok 100 

 Input : jumlah dana yang dibutuhkan & 
waktu pelaksanaan 

   

 Output : jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome :  Meningkatnya kualitas 
penyusunan  Dokumen Perubahan RKA-
SKPD   

   

 Sub Kegiatan 4 : Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

1 dok 1 dok 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : meningkatnya kualitas 
penyusunan DPA-SKPD 

   

 Sub Kegiatan 5 : Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 

1 dok 1 dok 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : meningkatnya kualitas Dokumen   
Perubahan DPA-SKPD 
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 Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

37 ob 38 ob 102,7 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah orang yang dibayar    

 Outcome : meningkatnya kualitas kinerja 
pelayanan Admnistrasi Keuangan di 
Sekretariat DPRD Kab. Jember 

   

 Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan 
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen yang diverifikasi    

 Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja 
pelayanan Administrasi Keuangan di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

   

 Kegiatan 3 : Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah dokumen yang disusun    

 Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja 
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
Sekretariat DPRD Kab. Jember  

   

 Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen 
Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah penyediaan komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

   

 Outcome : meningkatnya  kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    
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 Output : jumlah penyediaan  Bahan Logistik 
Kantor   

   

 Outcome : meningkatnya  kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan  

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

   

 Outcome : meningkatnya  kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 5 : Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanan    

 Output : jumlah  Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-undangan   

   

 Outcome : meningkatnya  kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Sub Kegiatan 6 : Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

   

 Outcome :  meningkatnya  kualitas 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

   

 Kegiatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah materai yang dibutuhkan 
dan jumlah surat kabar yang dibutuhkan 

   

 Outcome : Meningkatnya kualitas  Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dan & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

   

 Outcome :  Meningkatnya kualitas  Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

   

 Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 
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Outcome :  Meningkatnya kualitas  Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Kegiatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan  

8 unit 8 unit 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan   

   

 Outcome : meningkatnya kualitas   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

22 unit 22 unit 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

   

 Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

100,00 100,00 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

   

 Sub Kegiatan 4 : 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

1 gedung 1 gedung 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

   

 Outcome :  meningkatnya kualitas   
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

   

 Kegiatan 7 : Layanan Keuangan dan 
Kesejahteraan DPRD 

   

 Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan 
Administrasi Keuangan DPRD 

50 ob 50 ob 100 
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1. Program  Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Berdasarkan Restra DPRD Kabupaten Jember tahun 2022 program  

kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD memiliki 7 (tujuh) 

kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan , dimana pada program 

ini prosentase capaian kinerja sesuai dengan target yang telah 

direncanakan, hal tersebut dikarenakan besaran anggaran yang mencukupi 

dan didorong dengan kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kab. Jember. 

2. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berdasarkan Restra DPRD Kabupaten Jember tahun 2022 program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 8 

(delapan) kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, target yang 

ditetapkan berdasarkan restra Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 

2022 yaitu 100 sementara prosentase capaian kinerja yang dicapai yaitu 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah anggota DPRD yang dibayar  
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas layanan 
administrasi keuangan DPRD 

   

 Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut DPRD 

240 stel 240 stel 100 

 Input : Jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah  Penyediaan Pakaian Dinas 
dan Atribut DPRD 

   

 Outcome :    Outcome : meningkatnya 
kualitas layanan administrasi keuangan 
DPRD 

   

 Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Medical 
Check Up DPRD 

50  31 62 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : jumlah anggota DPRD yang 
melaksanakan Medical Check Up 

   

 Outcome : meningkatnya kualitas layanan 
administrasi keuangan DPRD 

   

 Kegiatan 8 : Layanan Administrasi DPRD    

 Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi DPRD 

12 bulan 12 bulan 100 

 Input : jumlah dana & waktu pelaksanaan    

 Output : Prosentase   Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi DPRD 

   

 Outcome : Meningkatnya kualitas  Fasilitasi 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 
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98,58. Pada bagian ini sebagaimana dijelaskan seperti yang disajikan pada 

tabel  3.6 diatas, terdapat kegiatan yang memang tidak tercapai target 

kinerja dan adapula yang melebihi target. Untuk kegiatan yang tidak 

memenuhi target yaitu pada sub kegiatan medical check up DPRD, salah 

satu penyebab faktor utamanya adalah dikarenakan 19 (sembilan belas) 

orang anggota DPRD Kabupaten Jember merasa tidak memiliki keluhan 

terkait kesehatannya. Sementara untuk kegiatan yang melebihi target yaitu 

pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan 

target yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan besaran anggaran 

yang mencukupi. 

 

 

 
   

 

 

 
 

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA 

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapaisasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). 

Sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Jember adalah 

sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen 

Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai sasarandantujuanorganisasi 
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Tabel 3.7 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran % Capaian 
Kinerja 

% Serapan 
Anggaran 

Tingkat Efisiensi 

Terintegrasinya program 
kerja DPRD untuk 
melaksanakan fungsi 
pengawasan, pembentukan 
PERDA, dan anggaran 
dalam dokumen RPJMD dan 
RKPD 

100% 91,90 Efisien/ Tidak Efisien 
(* Pilih salah satu) 
 

 

Sumber daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berjumlah 

43 orang dengan rincian 6 pejabat struktural dan 37 pelaksana.   

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 

fungsi dibidang  pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap 

tugas dan fungsi DPRD didukung anggaran  sebesar Rp.71.194.737.385,00 

dan terserap sebesar Rp.65.424.625.079,00 

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis 

dalamrangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaranSekretariat DPRD 

Kabupaten Jemberdenganrata- ratacapaian 91,90 % 

 

C. REALISASI ANGGARAN 

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiSekretariat DPRD 

Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran 

sebesar Rp 71.194.737.385 Anggaran tersebut bersumber dari APBD 

Kabupaten Jember. 

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja 

Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut : 

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 66.650.300.045,- 

2. Belanja Modal sebesar Rp4.544.437.340,- 

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 (dua) Program15 

(lima belas) Kegiatan dan51 (lima puluh satu) Sub KegiatanSekretariat DPRD 

Kab. Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 

dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut : 
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Tabel 3.8 

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022 

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB 
KEGIATAN 

PAGU REALISASI % 

 Program :Dukungan 
Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi DPRD 

24.141.507.591 21.292.349.081 88,20 

1 Kegiatan :Pembentukan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan DPRD 

1.057.508.440 395.852.880 37,43 

 Sub Kegiatan : Penyusunan 
dan Pembahasan Program 
Pembentukan Peraturan 
Daerah 

54.382.820 29.929.600 55,04 

 Sub Kegiatan  : Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah 

396.768.120 113.688.800 28,65 

 Sub Kegiatan  : Fasilitasi 
Penyusunan 
Penjelasan/Keterangan dan 
/atau Naskah Akademik 

606.357.500 252.234.480 41,60 

2 Kegiatan :Pembahasan 
Kebijakan Anggaran 

588.098.716 497.253.830 84,55 

 Sub Kegiatan : Pembahasan 
KUA dan PPAS 

110.459.866 92.075.500 83,36 

 Sub Kegiatan  : Pembahasan 
Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS 

59.425.100 50.612500 85,17 

 Sub Kegiatan  : Pembahasan 
APBD 

207.912.600 175.522.375 84,42 

 Sub Kegiatan  : Pembahasan 
APBD Perubahan 

101.670.850 92.818.500 91,29 

 Sub Kegiatan  : Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD 

108.630.300 86.224955 79,37 

3 Kegiatan  : Pengawasan 
Penyelenggaraan Kegiatan 

766.762.745 428.730.470 55,91 

 Sub Kegiatan : Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

77.247.205 65.111.440 84,29 

 Sub Kegiatan:  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

82.115.810 50.100.300 61,01 

 Sub Kegiatan:  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

97.897.830 54.033.230 55,19 

 Sub Kegiatan:  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Perekonomian 

84.229.400 39.020.450 46,33 

 Sub Kegiatan:  Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 

90.156.120 35.437.870 39,31 
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Sumber Daya Alam 

 Sub Kegiatan :  Pengawasan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan 

84.265.950 26.112.450 30,99 

 Sub Kegiatan :  Pengawasan 
Penggunaan Anggaran 

75.422.030 45.843.680 60,78 

 Sub Kegiatan :  Pembahasan 
Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah 

175.428.400 113.071.050 64,45 

4 Kegiatan :Peningkatan 
Kapasitas DPRD 

1.187.349.430 1.050.909.232 88,51 

 Sub kegiatan  : Publikasi dan 
Dokumentasi Dewan 

197.536.270 148.525.824 75,19 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Kelompok Pakar dan Tenaga 
Ahli 

362.574.480 362.492.620 99,98 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Tenaga Ahli Fraksi 

426.035.280 425.724.788 99,93 

 Sub Kegiatan  : 
Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat  

172.215.900 109.542.500 63,61 

 Sub Kegiatan  : Penyusunan 
Program DPRD 

28.987.500 4.623.500 15,95 

5 Kegiatan :Penyerapan dan 
Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

2.317.704.630 2.034893.300 87,80 

 Sub Kegiatan  : Kunjungan 
Kerja Dalam Daerah 

80.405.000 80.180.000 99,72 

 Sub Kegiatan  : Penyusunan 
Pokok-Pokok Pikiran DPRD 

108.458.000 52.972.800 48,84 

 Sub Kegiatan : Pelaksanaan 
Reses 

2.128.841.630 1.901.740.500 89,33 

6 Kegiatan : Pelaksanaan dan 
Pengawasan Kode Etik DPRD 

23.149.030 3.236.450 13,98 

 Sub Kegiatan : Pengawasan 
Kode Etik DPRD 

23.149.030 3.236.450 13,98 

7 Kegiatan  : Fasilitasi Tugas 
DPRD 

18.200.934.600 16.881.472.919 92,75 

 Sub Kegiatan  : Koordinasi 
dan Konsultasi Pelaksanaan 
Tugas DPRD 

18.200.934.600 16.881.472.919 92,75 

 Program : Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota 

47.053.229.794 44.132.275.998 93,79 

1 Kegiatan  : Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

136.894.427 79.409.300 58,01 
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 Sub Kegiatan  : Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

22.304.080 19.533.000 87,58 

 Sub Kegiatan  : Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

28.603.200 18.506.500 64,70 

 Sub Keigiatan  : Koordinasi 
dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

28.550.732 13.136.200 46,01 

 Sub Kegiatan  : Koordinasi 
dan Penyusunan DPA-SKPD 

32.521.915 5.487.000 16,87 

 Sub Kegiatan  : Koordinasi 
dan Penyusunan Perubahan 
DPA-SKPD 

24.914.500 22.746.600 91,30 

2 Kegiatan  : Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

4.888.242.625 4.747.842.367 97,13 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

4.248.458.165 4.226.006.839 99,47 

 Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

639.784.460 521.835.528 81,56 

3 Kegiatan  : Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

184.500.500 108.356.600 58,73 

 Sub Kegiatan  : Pendataan 
dan Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

184.500.500 108.356.600 58,73 

4 Kegiatan : Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

3.753.922.080 3.035.406.213 80,86 

 Sub Kegiatan : Penyediaan 
Komponen Istalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

110.517.200 48.852.488 44,20 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

2.486.276.800 2.321.365.350 93,37 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

197.166.800 95.934.920 48,66 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan  

234.865.000 216.588.015 92,22 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

35.811.280 35.317.820 98,62 

 Sub Kegiatan  : 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

689.285.000 317.347.620 46,04 



 35 

 

5 Kegiatan  : Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

1.544.253.235 1.182.338.762 76,56 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

43.120.000 18.724.000 43,42 

 Sub Kegiatan : Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

665.632.500 526.169.740 79,05 

6 Kegiatan  : Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

4.127.794.830 3.108.717.674 75,31 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan  

620.119.500 508.467.980 82,00 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

315.031.300 214.562.430 68,11 

 Sub Kegiatan  : Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

636.660.090 437.915.500 68,78 

 Sub Kegiatan  : 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

2.555.983.940 1.947.771.764 76,20 

7 Kegiatan  : Layanan Keuangan 
dan Kesejahteraan DPRD 

32.298.708.078 31.804.408.292 98,47 

 Sub Kegiatan  : 
Penyelenggaraan Administrsi 
Keuangan DPRD 

31.508.258.078 31.138.426.542 98,83 

 Sub Kegiatan  : Penyediaan 
Pakaian Dinas dan Atribut 
DPRD 

640.450.000 570.781.750 89,12 

 Sub Kegiatan  : Pelaksanaan 
Medical Check Up DPRD 

150.000.000 95.200.000 63,47 

8 Kegiatan  : Layanan 
Administrasi DPRD 

118.914.019 65.796.790 55,33 

 Sub Kegiatan  : Fasilitasi 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi DPRD 

118.914.019 65.796.790 55,33 

 JUMLAH 71.194.737.385 65.424.625.079 91,90 

Sumber Data : Laporan SPJ-Fungsional Tahun 2022 Sekretariat DPRD 
Kabupaten Jember 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar Rp. 65.424.625.079,00 dari total 

anggaran Rp. 71. 194.737.385,00 atau 91,90%. Jika dibandingkan dengan 

penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 6,17% 

yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp.57.265.301.183,00 

terealisasi sebesar Rp49.094.295.930,00 atau 85,73%.Kenaikan ini disebabkan 

karena adanya penyesuaian anggaran serta efektivitas terhadap kebutuhan 

penunjang tupoksi Sekretariat DPRD. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten 

Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

pembangunan,penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat 

yang menjadi tugas dan wewenang Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

Didalamnya diinformasikan tentang sasaran,program dan kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember pada tahun 2022 

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam 

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tahun 2021-2026.Disamping itu 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahini merupakan sarana sebagai 

bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang. 

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang 

ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 1 

(satu) indikator sasaran sebanyak1 (satu) indicator pencapaiannya dalam 

kategori memuaskan 

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 

65.424.625.079,00 (91,90%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan 

ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan 

anggaran. 

 

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN  

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau 

hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang 

ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut : 
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1. Perlu  dilakukan  upaya-  upaya  untuk  peningkatan  kapasitas  SDM 

tentang  sistem  kinerja  pemerintah,  serta   kemampuan  teknis  dalam 

menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat  terwujudnya 

pemerintahan yang akuntabel. 

2. Perlu   adanya   pemerintahan    yang   memadai     dengan   penerapan 

SAKIP di instansi pemerintah sehingga tercipta kejelasan arah dalam 

penerapan SAKIP yang baik dan benar dijajaran instansi pemerintah,serta 

meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian 

perjanjian kinerja(PK) 

3. Perlu   meningkatkan  Disiplin  SDM  di  Lingkungan  Sekretariat  DPRD 

Jember menjadi lebih profesional dan efektif dalam sistem 

administrasi melalui Rakor–Rakor sebagai upaya Evaluasi Kinerja. 

4. Perlu mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat 

seperti tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel, 

tersedianya naskah panduan pimpinan, Risalah dan Keputusan DPRD, 

meningkatnya penyebarluasan informasi bagi masyarakat tentang kinerja 

DPRD. 

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Jember yang 

menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 

2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan 

penyusunan rencana kegiatan tahun 2023 

 



 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) 

JEMBER - 68121 
 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN JEMBER 

 

 

Nomor : 175/15/35.09.2/2022 
 

 
 

TENTANG 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER 
 

 
 
 

Menimbang      :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan 

Indikator  Kinerja  Utama  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Jember  dalam 

suatu Keputusan Sekretariat DPRD ; 
 

 

Mengingat       :  1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 

2015 ; 

2. Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2006    tentang    Tata 

CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

3. Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang   Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

6. Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri  Nomor   13   Tahun   2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali 

diubah  terakhir  dengan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 

Tahun 2011 ; 

7. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor : 

09/M.PAN/05/2007  tentang  Pedoman  Penyusunan  Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor : 

20/M.PAN/11/2008  tentang  Petunjuk  Penyusunan  Indikator Kinerja 

Utama 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara    dan 

Reformasi Birokrasi Nomr 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja,  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 



 

 
 

Menetapkan    : 

MEMUTUSKAN : 

 

KESATU         : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 
 
KEDUA           : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran; 
 

KETIGA           : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 

KEDUA bertujuan untuk : 
 

(1) Memberikan   informasi  kinerja   yang   penting  dan   diperlukan  dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi 

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

yang digunakan untuk pebaikan  kinerja dan  peningkatan akuntabilitas 

kinerja organisasi 
 
 

KEEMPAT       : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk: 
 

a.   Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah 

b.   Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah 

c.    Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

d.   Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah 

e.   Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah 
 

 
 

KEENAM         : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan 
 
 
 

Ditetapkan di       : Jember 
 

Pada tanggal       :                   2022 

 



 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 
 

 
 

Instansi                 : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember 

 
Tugas                   : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan 

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan 

DPRD 

 
Fungsi                   :    a.  Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

 
b.  Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 

 
c.  Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan 

 
d.  Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD 

 
Tujuan                  : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam 

dokumen RPJMD dan RKPD 

 
Indikator Tujuan   : Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD 



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER 
 

 

 
NO 

 
KINERJA UTAMA 

 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

 
FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN 

BIDANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

SUMBER 

DATA 

 

1. 
Terintegrasinya 

program kerja DPRD 

untuk melaksanakan 

fungsi pengawasan, 

pembentukan 

PERDA, dan 

anggaran dalam 

dokumen Rencana 

Tahunan (RKPD) dan 

dokumen  

penganggaran 

Setwan 

 

Persentase Program 

Kerja DPRD yang 

tersusun dan terintegrasi 

Dokumen Rencana 

Tahunan (RKPD) dan 

dokumen  

penganggaran Setwan. 

 
 
 
 
 
 

Sekretariat DPRD 

 

 

  
 
 
 
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (DPA) 
                                                                 X 100% 
  Jumlah kegiatan yang ada dalam RKPD 



 
 

Misi Tujuan 

RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

Sasaran RPJMD Indikator 

Sasaran 
Membangun tata kelola pemerintahan 

yang kondusif antara eksekutif, legislatif, 

masyarakat dan komponen 

pembangunan daerah lainnya 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 
efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen 
pembangunan daerah dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik 

Tingkat Integrasi Program 

Kerja DPRD Dalam 

Dokumen RPJMD dan 

RKPD 

Terintegrasinya program kerja DPRD untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan, 

pembentukan PERDA, dan anggaran dalam 

dokumen RPJMD dan RKPD 

Tingkat Integrasi 

Program Kerja DPRD 

Dalam Dokumen RPJMD 

dan RKPD 

     

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.) 
                                                                                                                           J  E  M  B  E  R  -  68120   

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN  (RKT) 
TAHUN 2022 

Nama OPD/ Unit Kerja : Sekretariat DPRD 
RPJMD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUJUAN OPD SASARAN OPD PROGRAM KEGIA

TAN 

Uraian 
Indikator 
Tujuan 

 
Uraian 

 
Indikator 
Sasaran 

 
Target 

 
Uraian 

 
Indikator 
Program 

 
Target 

 
Uraian 

Indikator 
kegiatan 
(Output) 

 
Target 

 
Anggaran 

Terintegrasinya 

program kerja 

DPRD untuk 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan, 

pembentukan 

PERDA, dan 

anggaran dalam 

dokumen RPJMD 

dan RKPD 

Tingkat 

Integrasi 

Program Kerja 

DPRD Dalam 

Dokumen 

RPJMD dan 

RKPD 

Terintegrasinya 

program kerja 

DPRD untuk 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan, 

pembentukan 

PERDA, dan 

anggaran dalam 

dokumen 

RPJMD dan 

RKPD 

 

Persentase Program 

Kerja DPRD yang 

tersusun dan 

terintegrasi Dokumen 

Rencana Tahunan 

(RKPD) dan dokumen  

penganggaran 

Setwan. 

100 Program 
Dukungan  
Pelaksanaan 
Tugas & 
Fungsi DPRD 

Jumlah  rapat- 

rapat/ kegiatan  
DPRD 
yang difasilitasi 

7 keg Kegiatan 

Pembentukan 
Peraturan 
Daerah dan 
Peraturan 
DPRD 

Jumlah rapat 

Perda       

yang 

terfasilitasi 

3 keg 930.261.940 

   Kegiatan 
Pembahasan 
Kebijakan 
Anggaran 

Jumlah rapat 
Pembahasan 
Kebijakan 
Anggaran 
yang 
terfasilitasi 

5 keg 623.798.716 

 



 
 

        Kegiatan 
Pengawasan 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 

Jumlah rapat 
Pengawasan 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
yang 
terfasilitasi 

8 keg 766.762.745 

   Kegiatan 

Peningkatan 

Kapasitas 

DPRD 

Jumlah TA 

yang tersedia 

 

12 ob 

 

1.218.303.430 

        Kegiatan 

Penyerapan 

dan 

Penghimpunan    

Aspirasi 

Masyarakat 

Jumlah serap 

aspirasi yang 

terfasilitasi 

3 keg 2.291.274.700 

        Kegiatan 

Fasilitasi 

Tugas DPRD 

Jumlah rapat 

koordinasi & 

konsultasi 

yang 

terfasilitasi 

12 bln 15.012.387.600 

 

 

 
 

Jember,    Januari 2022 



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2021 Rp 2022 Rp 2023 Rp 2024 Rp 2025 Rp 2026 Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.02.01 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

% Terpenuhinya 

Kegiatan Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota

7 Kegiatan 43.156.031.518
7 

Kegiatan
45.565.949.541

7 

Kegiatan
48.107.467.609

7 

Kegiatan
49.053.103.448 7 Kegiatan 51.824.255.536

7 

Kegiatan
54.765.814.919

42 

Kegiatan
292.472.622.570

4.02.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 

sistematis, akurat dan 

tepat waktu

7 Dokumen 200.900.500
7 

Dokumen
210.945.525

7 

Dokumen
221.492.801

7 

Dokumen
232.567.441 7 Dokumen 244.195.813

7 

Dokumen
256.405.604

42 

Dokumen
1.366.507.685

4.02.01.2.01.01 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan OPD yang 

tersusun

3 dok 67.502.500 3 dok 70.877.625 3 dok 74.421.506 3 dok 78.142.582 3 dok 82.049.711 3 dok 86.152.196 18 dok 459.146.120

4.02.01.2.01.02 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA & 

RAPBD SKPD yang 

tersusun

1 dok 32.146.000 1 dok 33.753.300 1 dok 35.440.965 1 dok 37.213.013 1 dok 39.073.664 1 dok 41.027.347 6 dok 218.654.289

4.02.01.2.01.03 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA & 

RAPBD Perubahan SKPD 

yang tersusun

1 dok 32.746.000 1 dok 34.383.300 1 dok 36.102.465 1 dok 37.907.588 1 dok 39.802.968 1 dok 41.793.116 6 dok 222.735.437

4.02.01.2.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen DPA 

SKPD yang tersusun
1 dok 33.146.000 1 dok 34.803.300 1 dok 36.543.465 1 dok 38.370.638 1 dok 40.289.170 1 dok 42.303.629 6 dok 225.456.202

4.02.01.2.01.05
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA 

Perubahan SKPD yang 

tersusun

1 dok 35.360.000 1 dok 37.128.000 1 dok 38.984.400 1 dok 40.933.620 1 dok 42.980.301 1 dok 45.129.316 6 dok 240.515.637

4.02.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Terlaksananya 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

12 bulan 5.295.730.932 12 bulan 5.799.808.925 12 bulan 6.353.019.963 12 bulan 6.960.213.611 12 bulan 7.626.721.207 12 bulan 8.358.403.875 72 bulan 40.393.898.513

4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah orang yang 

menerima gaji dan 

tunjangan ASN

12 bulan 4.785.828.932 12 bulan 5.264.411.825 12 bulan 5.790.853.008 12 bulan 6.369.938.308 12 bulan 7.006.932.139 12 bulan 7.707.625.353 72 bulan 36.925.589.566

4.02.01.2.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah dokumen 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

12 dok 509.902.000 12 dok 535.397.100 12 dok 562.166.955 12 dok 590.275.303 12 dok 619.789.068 12 dok 650.778.521 72 dok 3.468.308.947

4.02.01.2.06 
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Terlaksananya 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

5 sub 

kegiatan
4.537.830.500

5 sub 

kegiatan
4.777.547.025

5 sub 

kegiatan
5.016.424.376

5 sub 

kegiatan
3.517.965.403

5 sub 

kegiatan
3.693.863.673

5 sub 

kegiatan
3.878.556.857

30 sub 

kegiatan
25.422.187.835

4.02.01.2.06.01 
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen 

instalasi listrik dan 

penerangan bangunan 

kantor yang memadai

1 tahun 150.085.500 1 tahun 157.589.775 1 tahun 165.469.264 1 tahun 173.742.727 1 tahun 182.429.863 1 tahun 191.551.356 6 tahun 1.020.868.485

4.02.01.2.06.02
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan 

perlengkapan kantor
1 tahun 2.661.675.000 1 tahun 2.794.758.750 1 tahun 2.934.496.688 1 tahun 3.081.221.522 1 tahun 3.235.282.598 1 tahun 3.397.046.728 6 tahun 18.104.481.285

4.02.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Tersedianya barang 

cetakan dan dokumen 

kebutuhan kantor

1 tahun 129.476.000 1 tahun 135.949.800 1 tahun 142.747.290 1 tahun 149.884.655 1 tahun 157.378.887 1 tahun 165.247.832 6 tahun 880.684.463

4.02.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

250 eks 85.500.000                       300 eks 102.600.000                      300 eks 107.730.000                        300 eks 113.116.500                        300 eks 118.772.325                    300 eks 124.710.941                        1.750 eks 652.429.766

4.02.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya kunjungan 

kerja/rapat 

koordinasi/konsultasi 

SKPD ke luar daerah

96 kali 1.511.094.000 96 kali 1.586.648.700 96 kali 1.665.981.135 96 kali FALSE 96 kali 0 96 kali 0 576 kali 4.763.723.835

4.02.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

5 Jasa 947.170.000 5 Jasa 994.528.500 5 Jasa 1.044.254.925 5 Jasa 1.096.467.671 5 Jasa 1.151.291.055 5 Jasa 1.208.855.608 5 Jasa 6.442.567.759

4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya layanan surat 

menyurat yang cepat dan 

tepat

12 bulan 122.570.000 12 bulan 128.698.500 12 bulan 135.133.425 12 bulan 141.890.096 12 bulan 148.984.601 12 bulan 156.433.831 72 bulan 833.710.453

4.02.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Tersedianya layanan 

Komunikasi, Sumberdaya 

Air dan Listrik

12 bulan 490.600.000 12 bulan 515.130.000 12 bulan 540.886.500 12 bulan 567.930.825 12 bulan 596.327.366 12 bulan 626.143.735 72 bulan 3.337.018.426

4.02.01.2.08.04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Tersedianya layanan 

kebersihan kantor
1 tahun 334.000.000 1 tahun 350.700.000 1 tahun 368.235.000 1 tahun 386.646.750 1 tahun 405.979.088 1 tahun 426.278.042 6 tahun 2.271.838.879

Kondisi Kinerja Pada Akhir renstra 

Periode Tahun 2021

Matriks Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Tahun 2021 - 2026

: Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

: Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Jember

: Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (IKM)

Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja 

Program dan Kegiatan

Data 

Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n

Target Kinerja  Program dan Kerangka Pendanaan



4.02.01.2.09 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terpeliharanya Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

131 Unit 6.556.107.658 131 Unit 6.883.913.041 131 Unit 7.228.108.693 131 Unit 7.589.514.128 131 Unit 7.968.989.834 131 Unit 8.367.439.326 786 Unit 41.537.994.808

4.02.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terpeliharanya mobil 

jabatan
8 Unit 559.535.000 8 Unit 587.511.750 8 Unit 616.887.338 8 Unit 647.731.704 8 Unit 680.118.290 8 Unit 714.124.204 56 Unit 749.830.414

4.02.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Terpeliharanya kendaraan 

dinas/ operasional
22 Unit 246.495.000 22 Unit 258.819.750 22 Unit 271.760.738 22 Unit 285.348.774 22 Unit 299.616.213 22 Unit 314.597.024 132 Unit 1.676.637.499

4.02.01.2.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Terpeliharanya alat kantor, 

alat rumah tangga, 

komputer

100 Unit 223.385.500 100 Unit 234.554.775 100 Unit 246.282.514 100 Unit 258.596.639 100 Unit 271.526.471 100 Unit 285.102.795 600 Unit 1.519.448.695

4.02.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Terpeliharanya gedung 

kantor DPRD
1 Gedung 5.526.692.158 1 Gedung 5.803.026.766 1 Gedung 6.093.178.104 1 Gedung 6.397.837.009 1 Gedung 6.717.728.860 1 Gedung 7.053.615.303 1 Gedung 37.592.078.200

4.02.01.2.15
 Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD

Terpenuhinya Layanan 

Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD

50 orang 24.725.243.928 50 orang 25.961.506.124 50 orang 27.259.581.431 50 orang 28.622.560.502 50 orang 30.053.688.527 50 orang 31.556.372.954 300 orang 168.178.953.466

4.02.01.2.15.01
Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD
Terbayarnya Gaji  DPRD 12 bulan 23.819.043.928 12 bulan 25.009.996.124 12 bulan 26.260.495.931 12 bulan 27.573.520.727 12 bulan 28.952.196.764 12 bulan 30.399.806.602 72 bulan 162.015.060.075

4.02.01.2.15.02
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 

DPRD

Terpenuhinya pakaian 

dinas dan kelengkapannya 

bagi DPRD

240 stel 756.200.000 240 stel 794.010.000 240 stel 833.710.500 240 stel 875.396.025 240 stel 919.165.826 240 stel 965.124.118 1.440 Stel 5.143.606.469

4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Terfasilitasinya General 

Check Up bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD 

beserta keluarga

50 orang 150.000.000 50 orang 157.500.000 50 orang 165.375.000 50 orang 173.643.750 50 orang 182.325.938 50 orang 191.442.234 300 orang 1.020.286.922

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
Terlaksananya Layanan 

Administrasi DPRD
... kegiatan 893.048.000

... 

kegiatan
937.700.400

... 

kegiatan
984.585.420

... 

kegiatan
1.033.814.691 ... kegiatan 1.085.505.426

... 

kegiatan
1.139.780.697

... 

Kegiatan
6.074.434.633

4.02.01.2.16.03 
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD

terfasilitasinya rapat-

rapat Paripurna DPRD
3 kegiatan 893.048.000 3 kegiatan 937.700.400 ... kegiatan 984.585.420 ... kegiatan 1.033.814.691 ... kegiatan 1.085.505.426 ... kegiatan 1.139.780.697 ... kegiatan 6.074.434.633

4.02.02

PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD

Terlaksananya dukungan 

Sekretariat DPRD 

terhadap Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi DPRD

7 Kegiatan 88.324.269.000
7 

Kegiatan
93.967.930.950

7 

Kegiatan
98.929.338.458

7 

Kegiatan
105.805.198.829 7 Kegiatan 111.277.126.606

7 

Kegiatan
117.523.928.756

42 

Kegiatan
615.827.792.599

4.02.02.2.01
Pembentukan Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD

Terlaksananya Kegiatan 

Pembentukan Perda dan 

Peraturan DPRD

3 Sub 

Kegiatan
3.667.529.000

4 Sub 

Kegiatan
4.666.287.450

4 Sub 

Kegiatan
4.343.450.723

3 Sub 

Kegiatan
4.786.774.359

3 Sub 

Kegiatan
4.457.904.422

3 Sub 

Kegiatan
4.980.799.643

22 Sub 

Kegiatan
26.902.745.595

4.02.02.2.01.01

Penyusunan dan Pembahasan 

Program Pembentukan Peraturan 

Daerah

Tersusunnya Propemperda 

tahun berikutnya

1 

Propemperd

a

270.024.000
1 

Propemper

da

283.525.200
1 

Propemper

da

297.701.460
1 

Propemper

da

312.586.533
1 

Propemperd

a

328.215.860
1 

Propemper

da

344.626.653
6 

Propemper

da

1.836.679.705

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda
Proses pembahasan 

Raperda Non APBD
4 Kegiatan 2.108.716.000 4 Kegiatan 2.214.151.800 4 Kegiatan 2.324.859.390 4 Kegiatan 2.441.102.360 4 Kegiatan 2.563.157.477 4 Kegiatan 2.691.315.351

24 

Kegiatan
14.343.302.378

4.02.02.2.01.03 
Penyelenggaraan Kajian Perundang-

Undangan

Terselenggaranya kajian 

perundang-undangan
0 0

2 Produk 

hukum 

daerah

300.000.000
2 Produk 

hukum 

daerah

300.000.000 0 0 0 0

2 Produk 

hukum 

daerah

300.000.000

6 Produk 

hukum 

daerah 

yang dikaji

900.000.000

4.02.02.2.01.04

Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan Naskah 

Akademik

Tersusunnya 

Penjelasan/Keterangan/Na

skah Akademik Raperda 

Prakarsa DPRD

4 

Penjelasan/K

eterangan/N

askah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.288.789.000

4 

Penjelasan

/Keteranga

n/Naskah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.353.228.450

4 

Penjelasan

/Keteranga

n/Naskah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.420.889.873

4 

Penjelasan

/Keteranga

n/Naskah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.491.934.366

4 

Penjelasan/K

eterangan/Na

skah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.566.531.084

4 

Penjelasan

/Keteranga

n/Naskah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

1.644.857.639

20 

Penjelasan

/Keteranga

n/Naskah 

Akademik 

Raperda 

Prakarsa 

DPRD

8.766.230.412

4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
Tersusunnya Tata Tertib 

DPRD
0 0

1 

Peraturan 

DPRD ttg 

Tata Tertib 

DPRD

515.382.000 0 0

1 

Peraturan 

DPRD ttg 

Tata Tertib 

DPRD

541.151.100 0 0 0 0

2 

Peraturan 

DPRD ttg 

Tata Tertib 

DPRD

1.056.533.100



4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kebijakan Anggaran 

yang dibahas oleh DPRD 

dan Bupati

7 Kebijakan 

Anggaran
3.428.156.000

8 

Kebijakan 

Anggaran

3.789.972.360

8 

Kebijakan 

Anggaran

4.017.370.702

8 

Kebijakan 

Anggaran

4.258.412.944
8 Kebijakan 

Anggaran
4.513.917.720

8 

Kebijakan 

Anggaran

4.784.752.784

43 

Kebijakan 

Anggaran

24.792.582.509

4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS
Terbahasnya KUA dan 

PPAS tahun berikutnya

2 Nota 

Kesepakatan
664.868.000

2 Nota 

Kesepakat

an

704.760.080

2 Nota 

Kesepakat

an

747.045.685

2 Nota 

Kesepakat

an

791.868.426
2 Nota 

Kesepakatan
839.380.531

2 Nota 

Kesepakat

an

889.743.363

12 Nota 

Kesepakat

an

4.637.666.085

4.02.02.2.02.02
Pembahasan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

Terbahasnya Perubahan 

KUA dan Perubahan PPAS 

tahun berjalan

2 Nota 

Kesepakatan
407.967.000

2 Nota 

Kesepakat

an

432.445.020

2 Nota 

Kesepakat

an

458.391.721

2 Nota 

Kesepakat

an

485.895.224
2 Nota 

Kesepakatan
515.048.938

2 Nota 

Kesepakat

an

545.951.874

12 Nota 

Kesepakat

an

2.845.699.778

4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD
Terbahasnya Perda APBD 

tahun berikutnya
1 Perda 939.802.000 1 Perda 996.190.120 1 Perda 1.055.961.527 1 Perda 1.119.319.219 1 Perda 1.186.478.372 1 Perda 1.257.667.074 6 Perda 6.555.418.312

4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan
Terbahasnya Perda APBD 

Perubahan tahun berjalan
1 Perda 491.107.000 1 Perda 520.573.420 1 Perda 551.807.825 1 Perda 584.916.295 1 Perda 620.011.272 1 Perda 657.211.949 6 Perda 3.425.627.761

4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester
Terbahasnya Laporan 

Semester tahun berjalan
0 0 1 laporan 156.127.000 1 laporan 165.494.620 1 laporan 175.424.297 1 laporan 185.949.755 1 laporan 197.106.740 5 laporan 880.102.413

4.02.02.2.02.06 
Pembahasan Pertanggungjawaban 

APBD

Terbahasnya Perda 

Pertanggungjawaban 

APBD tahun sebelumnya

1 Perda 924.412.000 1 Perda 979.876.720 1 Perda 1.038.669.323 1 Perda 1.100.989.483 1 Perda 1.167.048.852 1 Perda 1.237.071.783 6 Perda 6.448.068.160

4.02.02.2.03
Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh DPRD

8 Kegiatan 5.825.044.000
8 

Kegiatan
6.174.546.640

8 

Kegiatan
6.545.019.438

8 

Kegiatan
6.937.720.605 8 Kegiatan 7.353.983.841

8 

Kegiatan
7.795.222.871

48 

Kegiatan
40.631.537.396

4.02.02.2.03.01
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

bidang Pemerintahan dan Hukum

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan bidang 

Pemerintahan dan Hukum 

oleh DPRD

10 bulan 2.581.870.000 12 bulan 2.736.782.200 12 bulan 2.900.989.132 12 bulan 3.075.048.480 12 bulan 3.259.551.389 12 bulan 3.455.124.472 70 bulan 18.009.365.673

4.02.02.2.03.02
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Infrastruktur

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Infrastruktur oleh DPRD

10 bulan 546.642.000 12 bulan 579.440.520 12 bulan 614.206.951 12 bulan 651.059.368 12 bulan 690.122.930 12 bulan 731.530.306 70 bulan 3.813.002.076

4.02.02.2.03.03
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat oleh 

DPRD

10 bulan 586.542.000 12 bulan 621.734.520 12 bulan 659.038.591 12 bulan 698.580.907 12 bulan 740.495.761 12 bulan 784.925.507 70 bulan 4.091.317.286

4.02.02.2.03.04
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Perekonomian

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Perekonomian oleh DPRD

10 bulan 587.525.400 12 bulan 622.776.924 12 bulan 660.143.539 12 bulan 699.752.152 12 bulan 741.737.281 12 bulan 786.241.518 70 bulan 4.098.176.814

4.02.02.2.03.05
Pengawasan Urusan Pemerintahan 

Bidang Sumber Daya Alam

Pengawasan Urusan 

Pemerintahan Bidang 

Sumber Daya Alam oleh 

DPRD

10 bulan 570.350.400 12 bulan 604.571.424 12 bulan 640.845.709 12 bulan 679.296.452 12 bulan 720.054.239 12 bulan 763.257.493 70 bulan 3.978.375.718

4.02.02.2.03.06

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan oleh 

Badan Pemeriksa 

Keuangan oleh DPRD

10 bulan 353.720.200 12 bulan 374.943.412 12 bulan 397.440.017 12 bulan 421.286.418 12 bulan 446.563.603 12 bulan 473.357.419 70 bulan 2.467.311.068

4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
Pengawasan Penggunaan 

Anggaran oleh DPRD
10 bulan 156.127.000 12 bulan 165.494.620 12 bulan 175.424.297 12 bulan 185.949.755 12 bulan 197.106.740 12 bulan 208.933.145 70 bulan 1.089.035.557

4.02.02.2.03.08
Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Rekomendasi DPRD 

terhadap LKPJ Bupati

1 Keputusan 

DPRD
442.267.000

1 

Keputusan 

DPRD

468.803.020

1 

Keputusan 

DPRD

496.931.201

1 

Keputusan 

DPRD

526.747.073
1 Keputusan 

DPRD
558.351.898

1 

Keputusan 

DPRD

591.853.012

6 

Keputusan 

DPRD

3.084.953.204

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas DPRD yang 

dilaksanakan

6 Kegiatan 6.674.455.000
6 

Kegiatan
7.008.177.750

6 

Kegiatan
7.358.586.638

7 

Kegiatan
8.561.446.534 6 Kegiatan 8.254.518.861

6 

Kegiatan
8.667.244.804

37 

Kegiatan
46.524.429.587

4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD
Orientasi yang diikuti oleh 

DPRD
0 0 0 0 0 0

1 Kegiatan
700.000.000 0 0 0 0 1 Kegiatan 700.000.000

4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD
Pendalaman Tugas yang 

diikuti oleh DPRD
4 Kegiatan 3.112.582.000 4 Kegiatan 3.268.211.100 4 Kegiatan 3.431.621.655 4 Kegiatan 3.603.202.738 4 Kegiatan 3.783.362.875 4 Kegiatan 3.972.531.018

24 

Kegiatan
21.171.511.386

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Jumlah Kegiatan Publikasi 

dan Dokumentasi DPRD
8 Kegiatan 1.223.860.000 8 Kegiatan 1.285.053.000 8 Kegiatan 1.349.305.650 9 Kegiatan 1.551.701.498 8 Kegiatan 1.629.286.572 8 Kegiatan 1.710.750.901

49 

Kegiatan
8.749.957.621

4.02.02.2.04.04 
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim 

Ahli

Tersedianya Kelompok 

Pakar dan Tim Ahli DPRD
7 orang 439.944.000 7 orang 461.941.200 7 orang 485.038.260 7 orang 509.290.173 7 orang 534.754.682 7 orang 561.492.416 42 orang 2.992.460.730

4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Tersedianya Tenaga Ahli 

Fraksi
7 orang 330.444.000 7 orang 346.966.200 7 orang 364.314.510 7 orang 382.530.236 7 orang 401.656.747 7 orang 421.739.585 42 orang 2.247.651.277

4.02.02.2.04.06 
Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat

Terselenggaranya kegiatan 

Kehumasan
9 Keg 1.414.920.000 9 Keg 1.485.666.000 9 Keg 1.559.949.300 9 Keg 1.637.946.765 9 Keg 1.719.844.103 9 Keg 1.805.836.308 54 Keg 9.624.162.477

4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
Program Kerja DPRD 

tahun berikutnya

1 Program 

Kerja DPRD
152.705.000

1 Program 

Kerja 

DPRD

160.340.250
1 Program 

Kerja 

DPRD

168.357.263
1 Program 

Kerja 

DPRD

176.775.126
1 Program 

Kerja DPRD
185.613.882

1 Program 

Kerja 

DPRD

194.894.576
6 Program 

Kerja 

DPRD

1.038.686.096



4.02.02.2.05
Penyerapan dan Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat

Jumlah Kegiatan Serap 

Aspirasi Masyarakat 

yang tela dilaksanakan

75 kali 4.928.584.000 75 kali 5.224.299.040 75 kali 5.537.756.982 75 kali 5.870.022.401 75 kali 6.222.223.745 75 kali 6.595.557.170 450 34.378.443.339

4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja 

dalam daerah
72 kali 625.000.000 72 kali 662.500.000 72 kali 702.250.000 72 kali 744.385.000 72 kali 789.048.100 72 kali 836.390.986 432 kali 4.359.574.086

4.02.02.2.05.02 
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD
Tersusunnya Pokir DPRD 1 Pokir 288.677.000 1 Pokir 305.997.620 1 Pokir 324.357.477 1 Pokir 343.818.926 1 Pokir 364.448.061 1 Pokir 386.314.945 6 Pokir 2.013.614.029

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses
Jumlah Reses yang 

dilaksanakan
3 kali 4.014.907.000 3 kali 4.255.801.420 3 kali 4.511.149.505 2 kali 4.781.818.476 3 kali 5.068.727.584 3 kali 5.372.851.239 18 kali 28.005.255.224

4.02.02.2.06
Pelaksanaan dan Pengawasan 

Kode Etik DPRD

Terlaksananya 

pengawasan Kode Etik 

DPRD

1 tahun 850.135.000 1 tahun 377.259.750 1 tahun 396.122.738 1 tahun 415.928.874 1 tahun 1.001.191.318 1 tahun 458.561.584 6 tahun 3.499.199.264

4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
Tersusunnya Kode Etik 

DPRD dan Tata Beracara

2 Peraturan 

DPRD
490.840.000 0 0 0 0 0 0

2 Peraturan 

DPRD
564.466.000 0 0

4 

Peraturan 

DPRD

1.055.306.000

4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD

Pengaduan yang ditangani  

oleh Badan Kehormatan 

DPRD

2 

Pengaduan
359.295.000

2 

Pengaduan
377.259.750

2 

Pengaduan
396.122.738

2 

Pengaduan
415.928.874 2 Pengaduan 436.725.318

2 

Pengaduan
458.561.584

10 

Pengaduan
2.443.893.264

4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0 0

4.02.02.2.07.01
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi 

Persetujuan Kerjasama Daerah
0 0

4.02.02.2.07.02 
Penyusunan Bahan Komunikasi dan 

Publikasi
0 0

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Tugas DPRD yang 

terfasilitasi

1 Sub 

Kegiatan
62.950.366.000

1 Sub 

Kegiatan
66.727.387.960

1 Sub 

Kegiatan
70.731.031.238

1 Sub 

Kegiatan
74.974.893.112

1 Sub 

Kegiatan
79.473.386.699

1 Sub 

Kegiatan
84.241.789.900

6 Sub 

Kegiatan
439.098.854.909

4.02.02.2.08.01
Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD

Terlaksananya kunjungan 

kerja/rapat 

koordinasi/konsultasi 

DPRD ke luar daerah

1 tahun 62.950.366.000 1 tahun 66.727.387.960 1 tahun 70.731.031.238 1 tahun 74.974.893.112 1 tahun 79.473.386.699 1 tahun 84.241.789.900 6 tahun 439.098.854.909

4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 0 0

4.02.02.2.08.03 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 

Musyawarah
0 0

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 0 0 0

JUMLAH TOTAL 131.480.300.518 139.533.880.491 147.036.806.066 154.858.302.277 163.101.382.142 172.289.743.676 908.300.415.169
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